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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan  negara yang masih menghadapi problema kemiskinan 

yang serius. Kontribusi  negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran 

penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata jauh dari harapan. Berbagai 

masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh 

kegagalan negara dalam memainkan peranyan dengan baik. Seakan-akan negara 

tidak pernah dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah atau 

dilemahkan, yang miskin atau dimiskinkan. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 58 ayat 

1 menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam 

penyediaan dan penyaluran pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi 

masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. 

Kemudian di lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahhun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi pada Pasal 70 menjelaskan 

ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pangan pemerintah diatur dengan 

peraturan Kepala Lembaga Pemerintah berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat 

mentri/kepala lembaga, sedangkan bantuan pangan pemerintah daerah diatur 

dengan peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan 

sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 
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negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dari, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan 

upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 

Permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang berkembang 

menunjukan bahwa ada warga negara yang masih belum terpenuhi hak atas 

kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari 

negara. Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan 

pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan secara 

layak dan bermanfaat. Dalam beberapa tahun belakangan angka kemiskinan di 

Indonesia mengalami penurunan. Namun, bukan berarti Indonesia telah terbebas 

dari problem kemiskinan. Masih banyaknya kelompok yang berada di bagian 

bawah garis kemiskinan. 

Berdasarkan penelitian BPS (Badan Pusat Statistik) Pada bulan Maret 2017, 

jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), 

bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 

yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Ini artinya bahwa angka kemiskinan 

di Indonesia belum dapat diatasi bahkan penduduk miskin di Indonesia pada tahun 

ini bertambah. 
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Kebutuhan dasar seperti bahan pokok pangan merupakan hal yang sangat 

penting bagi masyarakat. Dimana Indonesia merupakan negara yang penduduknya 

sebagian besar  mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Maka, tekanan 

inflasi pada harga beras memiliki konsekuesi serius bagi masyarakat yang 

tergolong miskin atau hampir miskin.bahkan sebagian dari masyarakat yang 

berada sedikit diatas garis kemiskinan dapat jatuh kedalam kemiskinan karena 

inflasi yang tinggi. Akibatnya terdapat  rumah tangga yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pokoknya. 

Pangan merupakan salah satu hak azasi dan strategis yang dilindungi  oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan  kesepakatan 

internasional. Bahkan dalam  kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) 

yang sekarang telah di ubah menjadi Sustainable Depelopment Goals (SDGs). 

dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2016 setiap negara termasuk 

Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai 

separuhnya. Negara Indonesia dengan 95% dari jumlah penduduknya 

mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras 

sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS,  2011). Tingkat konsumsi tersebut  jauh di atas 

rata­rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun dan rata-rata 

konsumsi beras negara  tetangga, seperti Malaysia 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 

kg/jiwa/tahun, dan Jepang yang hanya mencapai 58 kg/jiwa/tahun. Dengan 

demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras 

menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional 
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mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik 

maupun  ekonomi. (Junkis Rastra, 2017:1) 

Kebijakan Program Raskin/Rastra dibuat berdasarkan Intruksi Presiden 

Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan 

Penyuluhan Beras oleh Pemerintah. Pada Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa 

Presiden menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin/Rastra). Dalam 

ayat 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan dari pengadaan dan penyaluran 

beras tersebut dilakukan oleh Perum BULOG.  

Bahwa berdasarkan Pasal  3  Angka  1  Peraturan  Presiden Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan   

bahwa Strategi   percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 

mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Dalam upaya mengurangi 

beban pengeluaran rumah tangga sasaran untuk pemenuhan   kebutuhan pangan 

beras, maka  dilaksanakan melalui program  beras  miskin (Raskin)/beras 

sejahtera (Rastra). 

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia mencanangkan 

salah satu program yaitu Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya lebih dikenal 

dengan sebutan Beras miskin (Raskin). Program Rastra merupakan salah satu 

program nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh 

pemerintah sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan 

kemiskinan  dan perlindungan sosial di bidang pangan. Program Rastra 



5 
 

 
 

merupakan bantuan beras subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukan 

bagi masyarakat miskin atau rumah tangga berpenghasilan rendah.  

Berdasarkan Juknis Rastra 2017, Tujuan Program Raskin/Rastra adalah 

mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui  

pemenuhan sebagian  kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu  

juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam 

pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Sasaran 

Program Rastra Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 adalah berkurangnya beban 

pengeluaran dari 29.575 (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh 

Lima) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mencukupi  kebutuhan pangan 

beras melalui penyaluran 443.625 kg beras bersubsidi atau sebanyak 15 

kg/KPM/bulan atau setara  dengan 180  kg/KPM/tahun. (Juknis Rastra. 2017:7) 

Program Rastra sangat strategis dan menjadi program nasional yang  

dikelola secara lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan 

Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementrian atau Lembaga). 

Seluruh  Kementerian atau Lembaga terkait baik di pusat maupun di daerah 

mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program   ini,  

sesuai   dengan  tugas,  pokok  dan  fungsi   (tupoksi)  masing­ masing dalam 

pelaksanaan dan pencapaian program Rastra. 

Keluarga Penerima manfaat (KPM) Rastra pada tahun 2013 hingga tahun 

2016, ditetapkan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan 

Sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun  2011 

(PPLS-2011) Badan Pusat Statistik. Diharapkan data tersebut tidak lagi 
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mengundang perdebatan di daerah. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa 

kemiskinan bersifat  dinamis dan relatif. Pada tahun 2013 yang lalu Pemerintah 

menerapkan kebijakan baru dalam sistem pendataan KPM yang dilakukan oleh 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat 

Wakil Presiden, yakni Sistem Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial 

yang mencapai 40 % dari jumlah penduduk. (Juknis Rasta, 2017:2) 

Sebagai kebijakan dan program pemerintah yang dilaksanakan secara 

nasional, penyaluran beras Rastra pada masyarakat mendapatkan banyak masalah 

dan kendala dalam proses pelaksanaannya. Berbagai permasalahan dan kendala 

yang terjadi didalamnya mengakibatkan program Rastra tidak sesuai dengan 

pedoman yang ada dan terlaksana dengan tidak tepat sasaran. Masalah-masalah 

umum yang dihadapi diantaranya dalam pengelolaan dan penyaluran 

Rakin/Rastra, keterlambatan waktu penyaluran, penyelewengan aturan, kurangnya 

sosialisasi dan berbagai persoalan lainnya. 

Program Rastra sebagai program pemerintah yang dilaksanakan secara 

nasional juga dilaksanakan di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten 

Pangandaran. Dimana Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten baru yang 

ada di Provinsi Jawa Barat. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten 

Pangandaran sedang gencarnya melakukan pembangunan dan penataan. Dimana 

pemberian otonomi kepada Kabupaten Pangandaran diharapkan  agar mampu 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna 

dan daya hasil sebagai penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayananan 
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terhadap masyarakat dan pelaksana pembangunan, salah satunya ialah upaya 

penanggulangan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Dalam Peraturan Bupati Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di 

Kabupaten Pangandaran Pasal 17 disebutkan; 

(1) Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) sebesar Rp. 0,-/Kg di TD. 

(2) Pembayaran   HTR   dari   RTS-PM dibebankan   kepada   APBD   

Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016. 

(3) Dinas   Pendapatan,   Pengelolaan   Keuangan   dan   Aset   Daerah 

langsung menyetorkan  uang  HTR  tersebut  ke  rekening  Perum  

BULOG di  Bank  BRI Cabang Ciamis dengan nomor rekening 0104-

01-001287-304 atas nama HTR RASKIN/RASTRA 2016 Kab. 

Pangandaran, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah BAST 

ditandatangani. 

Guna menggratiskan Rastra sepanjang tahun 2017, Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran menggelontorkan Rp 8,51 miliar untuk membayar harga tebus ke 

Bulog. Dari harga tebus Rp 1.600 per kilogram, seluruhnya ditanggung 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Selain harga tebus, Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran juga menanggung biaya transportasi penyaluran Raskin/Rastra. Nilai 

biaya operasional tersebut ditetapkan sebesar Rp 200 per kilogram atau Rp 1,06 

miliar untuk distribusi sepanjang tahun. Dengan demikian, total anggaran yang 

digelontorkan Pemkab Pangandaran agar Rastra diterima warga dengan gratis 
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sepanjang tahun ini mencapai Rp 9,58 miliar. (http://www.pikiran-

rakyat.com/jawa-barat/2017/03/23/ ) 

Jadi, jelas dalam peraturan Bupati Pangandaran disebutkan bahwa harga 

tebus Raskin/Rastra sebesar Rp. 0,-/kg atau di geratiskan pada masyarakat 

Penerima Manfaat karena telah dibebankan kepada APBD Kabupaten 

Pangandaran Tahun Anggaran 2016.  

Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran memiliki 

jumlah penduduk yaitu 3.185 Kepala Keluarga dan jumlah penduduk secara 

keseluruhan ialah 10.314 orang. Terdiri dari lima Dusun dengan jumlah RT/RW 

sebanyak 16 RW dan 68 RT. 

Tabel  1.1 

Pembagian Wilayah  Kepemerintahan Desa Babakan 

Dusun Jumlah RW Jumlah RT 

Bojongsari 
3 13 

Karanggedang 
3 13 

Kalapatiga 3 13 

Kamurang 3 15 

Bojongkarekes 4 13 

Jumlah 16 67 

Sumber: Profil Desa Babakan 2017 

Table 1.1 di atas merupakan pembagian wilayah kepemerintahan Desa 

Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Dimana Besa 

http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/03/23/1330-ton-rastra-disalurkan-397019
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/03/23/1330-ton-rastra-disalurkan-397019
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Babakan merupakan salah satu Desa yang ada di Wilayah Kabupaten 

Pangandaran Jawa Barat yang memiliki lima Dusun yaitu Dusun Bojongsari, 

Dusun Karanggedang, Dusun Kalapatiga, Dusun Bojongkarekes, dan Dusun 

Kamurang. 

Tabel 1.2 

Daftar Mata Pencaharian Penduduk 

NO Mata Pencaharian Jumlah 

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 165 

2 Swasta 390 

3 Petani 1647 

4 Buruh Tani 250 

5 Nelayan 273 

6 Peternak 867 

7 Montir 15 

8 Dokter 1 

9 Bidan 3 

10 Perawat 4 

11 Pembantu Rumah Tangga 40 

12 TNI/POLRI 14 

13 Pensiunan PNS 45 

14 Pengusaha Kecil 60 

15 Paraji 3 

16 
Buruh harian Lepas dan Belum Bekerja 6420 

Sumber: Data Desa Babakan 2017 

Berdasarkan data diatas bahwa mata pencaharian penduduk Desa Babakan 

Kecamatan Pangandaran sebagian besar penduduk menjadi buruh harian lepas dan 

belum bekerja. Dimana sebanyak 6420 warga Desa Babakan Kecamatan 
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Pangandaran dapat dikategorikan tidak mampu, hal ini merupakan permasalahan 

yang dihadapi pemerintah dan juga tugas dari pemerintah daerah agar dapat 

memberdayakan masyarakat Desa Babakan Kecamatan Pangandaran sehingga 

dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. 

Dengan adanya program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

sosial masyarakat salah satunya dengan Program Raskin/Rastra dapat membantu 

meringankan beban perekonomian masyarakat tidak mampu. Didorong dengan 

Program Unggulan dari Bupati Pangandaran mengenai pemberian beras 

Raskin/Rastra geratis dengan acuan  Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7.A Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras 

Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran sehingga masyarakat tidak mampu dapat 

tercukupi kebutuhan pokoknya. 

Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk Penerima Beras Sejahtera  

Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran 

No Dusun Jumlah RT Jumlah RW 
Jumlah 

Penerima 

1 Bojongsari 13 3 107 

2 Karanggedang 14 3 105 

3 Kalapatiga 13 3 104 

4 Kamurang 15 3 115 

5 Bojongkarekes 13 4 97 

Jumlah 68 16 528 

Sumber: Desa Babakan Tahun 2017 
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Berdasarkan tabel 1.3 dipaparkan mengenai jumlah penduduk penerima 

Beras Raskin/Beras Sejahtera yang jumlah keseluruhannya terdiri dari 528 

penerima  Raskin/Rastra. Jumlah tersebut Tebilang banyak namun, kenyataanya 

masih ada warga yang dikategorikan kurang mampu belum terdaftr sebagai 

penerima Raskin/Rastra. 

Untuk meningkatkan efektivitas dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan 

Raskin/Rastra, diperlukan adanya singkronisasi dan koordinasi antar pelaksana 

atau instansi terkait, muali dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah 

(provinsi, kabupaten dan kota), tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mulai dari 

perencanaan samapi implementasinya. Terdapat Indikator kinerja program Rastra 

ditunjukkan dengan tercapainya target  6 (enam) Tepat, yaitu: Tepat Sasaran 

Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi 

dan Tepat Kualitas. Namun pada kenyataannya enam target tersebut terdapat 

beberapa yang belum terlaksana dengan baik.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ,mengenai implementasi kebijakan 

program beras raskin/beras sejahtera di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran 

Kabupaten Pangandaran diperoleh permasalahan sebagai berikut: 

Pertama, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa 

warga penerima manfaat Raskin/rasta di Desa Babakan bahwa dalam penyaluran 

program Raskin/Rastra terdapat keluhan dari warga penerima Raski/Rastra 

mengenai mutu Kualitas beras miskin/beras sejahtera yang disalurkan banyak 

dikeluhkan oleh masyarakat dan dianggap masih kurang layak, beras yang 
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diterima berkualitas rendah yaitu berbau apek, berkutu, dan berwana gelap. Hal 

ini tidak sesuai dengan peraturan yang mengharuskan beras Raskin/Rastra harus 

memiliki kualitas yang baik. Dalam hal ini permasalahan  ada pada birokrasi 

pemerintah yang bertugas mengimplemenatsikan kebijakan yang seharusnya 

mengawasi dan menilai pelaksanaan program yang sesuai dengan tujuan dan 

indikator kinerja program Rakin/rastra yang ada dalam Junkis (petunjuk teknis) 

penyaluran. 

Kedua, Pendistribusian beras Raskin/Rastra dirasa masih belum tepat 

sasaran dimana data penerima manfaat Raskin/Rastra harusnya dievaluasi kembali 

agar kesalahan administrasi dalam  pendataan  jumlah penerima manfaat 

Raskin/Rastra dapat diperbaharui atau diperbaiki sesuai dengan data penerima 

yang tepat sasarana. Sehingga data jumlah penerima manfaat tepat dan akurat  

menjadikan Raskin/Rastra yang dibagikan pas tidak kurang ataupun kelebihan 

jatah. Hal ini juga terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi dari 

Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa.  

Ketiga, dalam Juknis Rastra 2017 bahwa Pagu Rastra Kabupaten 

Pangandaran tahun 2017 ditetapkan  pemerintah sesuai kemampuan anggaran 

pemerintah, yaitu sebanyak 5.323.500 kg beras/tahun untuk 29.575 KPM atau 

sebanyak 15 kg/KPM/bulan setara dengan 180 kg/KPM/tahun.  

Namun pada pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan. Dimana seharusnya Subsidi beras Raskin/Rstra diterima oleh KPM 

sebanyak 15kg setiap satu bulan sekali. Fakta dilapangan Pendistribusian beras 
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karadang dalam satubulan tidak turun dan kadang turun dua bualan sekali 

sehingga dalam bulan tersebut KPM memperoleh 2x raskin/rastra atau sebanya 

30kg. hal ini karna keterlamabatan pihak distributor dari pusat. 

Berdasarkan keterangan menurut Kesra Desa Babakan yakni bapak Maniso 

pada tanggal 20 November 2017 mengatakan;  

bahwa dalam pengelolaan program Raskin/rastra taerdapat 

keterlambatan penyaluran distribusi beras. Dimana yang 

seharusnya beras raskin/rastra di terima satu kali dalam setiap 

bulan namun kadang dalam satu bulan tidak ada distribusi Rastra, 

kadang Rastra diterima dalam satu bulan menjadi dua kali karena 

keterlambatan.  

Masalah utama berada  pada Sumber daya yang ditunjuk sebagai pelaksana 

dan pengelola Raskin/Rastra yang belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya 

dengan baik dimana pekasana dan pengelola beras Raskin/Rastra di Kabupaten 

Pangandaran. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada warga masyarakat 

mengenai Program beras Raskin/Rastra seperti, kurangnya komunikasi dalam 

pembagian atau penyaluran Bersa rakin/ beras rastra dimana seharusnya ada 

komunikasi antara pihak pemerintah pusat dan daerah sehingga dalam masalah 

keterlambatan pihak pelaksana penyaluran dapat memberikan penjelasan yang 

lebih rasional. Serta komunikasi terhadap masyarakat yang dirasa kurang sehingga 

masyarakat banyak yang kurang tahu mengenai kebijakan program raskin/rastra 

yang di lakukan di Kabupaten pangandaran. Dalam penyaluran dan pengelolaan 

program raskin/rastra Pemerintah sebagai implementator kebijkan harius memiliki 

sifat demokratis, komitmen, kejujuran dalam menjalankan kebijakan.    
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Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang di paparkan diatas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7.A 

TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN 

PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN/RASTRA DI DESA BABAKAN 

KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka, masalah Kebijakan program 

beras sejahtera (Rastra) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten 

Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A  Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras 

Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut: 

1. Permasalahan pada birokrasi pemerintah yang bertugas 

mengimplemenatsikan kebijakan yang seharusnya mengawasi dan menilai 

penyaluran dan pengelolaan raskin/rastra dalam pelaksanaan program yang 

sesuai dengan Perbup (peraturan Bupati) Pangandaran tentang pedoman 

pengelolaan dan pelaksanaan Raskin/rastra dan indikator kinerja program 

Rastra/Raskin. 

2. Kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam 

pembagian atau penyaluran bersa rakin/ beras rastra di Desa Babakan 

sehingga dalam masalah keterlambatan pendistribusian beras dari pihak 

pelaksana penyaluran tidak dapat memberikan penjelasan yang lebih 

rasional mengenai keterlambatan pendistribusian beras raskin/rastra. 
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3. Kurangnya komunikasi pemerintah mengenai sosialisasi Raskin/Rastra 

terhadap masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang kurang tahu 

mengenai kebijakan program raskin/rastra yang di lakukan di Kabupaten 

pangandaran. Dalam penyaluran dan pengelolaan program raskin/rastra 

dimana Pemerintah sebagai implementator kebijkan seharusnya memiliki 

sifat demokratis , komitmen, kejujuran dalam menjalankan kebijakan.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah pokok 

penelitian dalam bentuk pernyataan (problem statment) implementasi kebijakan 

program raskin/rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten 

Pangandaran belum berhasil. Berdasarkan problem statement tersebut dapat 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan masalah (problem quetions) sebagai berikut; 

1. Bagaimana Implementasi kebijakan program Raskin/Rastra yang dilakukan 

di Desa babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di 

Kabupaten Pangandaran? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam 

Implementasi Kebijakan Program beras Raskin/Rstra di Desa Babakan 

Kecamatan Pangandaran Kabuapten Pangandaran? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan indentifikasi masalah, maka peneliti merumuskan tujuan 

peneliti sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Program 

Raskin/Rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten 

Pangandaran. 

2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran 

dan pengelolaan Raskin/Rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran 

Kabupaten Pangandaran. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Setelah mengkaji permasalahn dan tujuan penelitian di atas, adapaun hasil 

dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis : 

a. Sebagai bahan masukan bagi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran 

Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan 

Kebijakan program raskin/Rastra Di Desa Babakan;  

b. Sebagai bahan pengembangan bagi lembaga Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik sehingga kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

ilmu atau teori-teori ilmu administrasi Publik. 
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2. Manfaat Akademis 

a. Sebagai suatu proses pengayaan (Encrichment) terhadap khazanah 

pengetahuan di bidang adinistrasi publik, khususnya pelayanan publik; 

b. Sebagai sumber dan bahan referensi bagi pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

F. Kerangka Berpikir 

Sugiono (2017:60), Kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting. 

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

peraturan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis harus 

di jelaskan . mengapa variabel itu ikut dalam penelitian. 

Kebijakan program beras miskin/ beras sejahtera merupakan salah satu 

upaya pemerintah dalam penuntasan kemiskinan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang berada di bawah garis 

kemiskinan. Kebijakan program raskin/rastra di Kabupaten Pangandaran 

dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang 

diatur dalam  Peraturan Bupati (Perbup) Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras 

Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran.  

Model implementasi kebijakan yang yang dikemukakan oleh George C. 

Edward III dalam Leo Agustino (2012:149). Model implementasi kebijakan yang 

berperspektif top dwon. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan 

publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam 

pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang 
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sangat menentukan keberhasilan implementasi kebjakan, yaitu: (1) 

Komunikasi;(2)Sumberdaya;(3) Disposisi; dan (4)Stuktur Birokrasi.  

1) Variabel komunikasi 

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan Raskin/rastra di Desa Babakan. Dimana Implementasi 

yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan 

mereka kerjakan. Sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan 

implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian 

personalia yang tepat. Selain itu, suatu kebijakan yang dikomunikasikan haruslah 

akurat, tepat, dan konsisten. sehingga  kebijakan program raskin/rastra yang di 

lakukan di Desa Babakan Kabupaten pangandaran dalam penyaluran dan 

pengelolaan program raskin/rastra berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan 

tujuan yang telah dietapkan. Pemerintah sebagai implementator kebijkan harus 

memiliki sifat demokratis, komitmen, kejujuran dalam menjalankan kebijakan. 

Terdapat indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi 

tersebut yaitu, kejelasan dan konsistensi.   

2) Variabel Sumberdaya 

Sumberdaya merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan. Indikator dari sumberdaya yaitu; staf, informasi, 

wewenang, dan fasilitas. Dimana sumberdaya yang menjadi staf atau pelaksana 

dalam implementasi kebijakan program Raskin/Rastra yang dilakukan di Desa 

Babakan haruslah yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugasnya seta 
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dapat menyampaikan informasi atau menyalurkan dan mengelola Raskin/Rasta 

sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan.  

3) Variabel Disposisi 

Disposisi adalah Sikap, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Dalam hal ini agar 

kebijakan dapat berjalan seara efektif maka pelaksana kebijakan Program 

Raskin/Rastra Di Desa Babakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan 

dilakukan akan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, 

sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Indikator dari variabel disposisi, 

menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2012:149), yaitu; 

pengangkatan birokrasi dan insentif. 

Birokrat yang ditugaskan untuk melaksanakan atau mejalankan kebiajakan 

program Raskin/Rastra haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan atau 

keahlian untuk melaksanakannya serta pegawai yang memiliki dedikasi pada 

kebijakan Program Raskin/Rastra yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten 

Pangandaran, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat. 

4) Variabel Struktur Birokrasi 

Indikator struktur birokrasi menurut George C. Edward III dalam Leo 

Agustino (2012:149) yang dapat mendongkrak kinerja struktur 

birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: Standard oprating 

Procedures (SOPs) ,Fragmentasi. 
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Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan program 

Raskin/Rastra memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi 

adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau 

SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur 

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan, 

yakniprosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikirann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Hasil Penelitian (diolah peneliti 2018). 

 

Peraturan Bupati Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera 
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Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi 

implementasi kebijakan 

1. Komunikasi 

2. Sumberdaya 

3. Disposisi 
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(Leo Agustino 2012:149) 
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